PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH TAHUN 2023




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
(SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2023 merupakan laporan kinerja
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dan Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-
2026. Dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan merupakan salah satu media
untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Dengan
kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna,
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi
keuangan terhadap publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan
gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara
kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Daerah yang berkualitas.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan target yang
telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang selama melaksanakan kegiatan
kepemerintahan tahun 2023. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) ini dapat tersajikan data/ informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja
berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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(BPKAD) Kabupaten Ketapang secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan
aset daerah Kabupaten ketapang dalam maksud capaian dalam tujuan dan sasaran kinerja.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pencapaian program dan kegiatan
yang telah dilakukan dilaksanakan dengan sasaran sirategis meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.
Sasaran strategis diformulasikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tenmtang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan
dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup serta Kegiatan-kegiatan yang
menggambarkan pencapaian kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan. Kami
harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ketapang, Februar 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good govemance adalah
akuntabilitas, dimana good govermance merupakan salah satu wujud komitmen Organisasi
Perangkat Daerah dalam memperianggung jawabkan Pengelolaan dan Pengendalian
Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Dengan kondisi ini diharapkan
pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan
yang hendak dicapai.

Kebijakan dan kewenangannya dipertanggungjawabkan sebagai bentuk upaya
transparansi terhadap publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang ditegaskan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinera Intansi
Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP} merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), adalah dokumen pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Sirategis (Renstra)
SKPD. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) perlu ditetapkan pula
tujuan, sasaran, pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) mempunyai fungsi penting dalam evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran
strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis
ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penyusunan Laporan Kinera Instansi Pemernntah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2023 adalah wujud
pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi yang
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telah ditetapkan serla untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi

peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang.

2. Mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Keuangan dan
Asel Daerah Kabupaten Ketapang di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ketapang dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ketapang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, dan diperbaharui dengan
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan
membawahi satu Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian dan empat Bidang
membawahi delapan Sub Bidang beserta staf fungsional umum. Adapun Struktur Organisasi
di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang
adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
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Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ketapang
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1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BEPKAD) Kabupaten Ketapang sebagai
Instansi yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang
dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mulai dan proses penganggaran sampai
proses perlanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan
Pelayanan Administratif dan Kegiatan Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Aset Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Pasal 4 Ayat (1) yakni bertugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan
tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD;

Pengelolaan Keuangan Badan;

Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi — fungsi penunjang urusan Pemerintahan

Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Badan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretanis Daerah. Kepala Badan bertugas memimpin, mengoordinasikan, memberkan
arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan
bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman
penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan
keuangan serta penataan aset SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan
pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, juga melakukan pembinaan
dalam pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

® & 0o o
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Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan asel, serta pembinaan pengelolaan aset
Pemerintah Kabupaten Ketapang.

1.4 Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi
pelayanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang masih
menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan
dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Ketapang, maka peran BPKAD sangat penting dalam melakukan
pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan lingkup
Pemerintah Kabupaten Ketapang. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan
baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang. Sejalan dengan itu, isu strategis yang dihadapi BPKAD adalah “Belum
Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, inovatif, akuntabel, efesien, dan bebas
KKN" dengan permasalahan yaitu “Belum Optimalnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset
Daerah”.

1.5 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di
BPKAD sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 57 Pegawai.

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas
berjumiah 57 orang dengan rincian :
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a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai beikut:

Tabel 1.1

Pegawai Menurut Golongan/Ruang BPKAD Kabupaten Ketapang
No Golongan/Ruang Jumlah (orang)
1. | Pembina Utama Muda (IV/c) 1
2 | Pembina (IV/a) 4
3. | PenataTingkat | (Ill/d) 14
4. | Penata (liifc) il S 7
5. | Penata Muda Tingkat | (III/b) 17
6. | Penata Muda (lllfa) 9
7. | Pengatur Tingkat | (ll/d) 2
8. | Pengatur (ll/c) 2
9. | Pengatur Muda Tingkat I(II/b) 1

b. Pegawal menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal
BPKAD Kabupaten Ketapang
No | Tingkat Pendidikan Jumiah (orang)
1. | S -2 (Pasca Sarjana) 19
2. S -1(Sarjana) 25
3. | D-3 (Diploma Tiga) 5
4 | SLTA 8

¢. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pegawai Menurut Eselon BPKAD Kabupaten Ketapang
No Eselonisasi Jumiah (orang)
1. |Eselon i 1
| 2. |Eselon il 5
| 3. |Eselon IV 9

dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebagai berikut :

Adapun Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan
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Tabel 1.4

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Ketapang

PANGKAT
KERJA JABATAN PENDIDIKAN TEMPAT.
NO. NAMA NIP TGL BLETH
GOL T™MT LAHIR
RUANG
4 TH|BL| NAMAJABATAN | wazaH [ MGVS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kepala Badan o
1 " ﬁ‘{JNATUS FRANSEDA, AP, 19?412%:?931 11 Wie 0;6::{?)- 28 | 00 | Penaelola K MM 2008 Saﬂpa‘:rgl“l 2-12
o dan Asel Daerah
Sekretaris Badan
, | waHYUDIN SE ME 19702 | wia | T | 24 | 00 | PengeloiaKeusngan | ME | 2012 “"'“"j"g’.'}; e
dan Aset Daerah
Kepala Subidang
19780114 199703 2 01-04- Penatausahaan Sanggau, 14-01-
3 ELISABET, SE., M.Si.. 002 Via 2021 18 | O1 P svvasn, Pemi M.Si 2014 1978
an dan Kas Daerah
19730621 198703 1 01-04- Kepala Bidang Ketapang, 21-06-
4 TARSIUS, S 5T MAP. 002 Wa 2022 20 | O Pert | MAP 2018 1973
18880915 200701 1 01-10- Kepala Bidang Ketapang, 15-09-
5 TEDDY SAFRUDIN, S.IP 003 Wia 2023 14 | 00 . S.IP, 2008 1688
B 18680829 1589003 2 01-10- Analis Kebijakan Ahli Ketapang, 29-08-
5 ENI SUHARTATI, SE 012 lird 2017 22 | O7 M S.E. 2016 1989
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Analis

Perbendaharaan
Subbid
SITI CHAIRUNISYAH LUBIS, 18750413 200502 2 Wd 01-04- 12 | 02 | Pen oo S Kom 1999 Medan 13-04-1975
F i S Kom. 004 2017
Penenmaan,
Pembiayaan dan Kas
Daerah
PRIMA FEBRIA 18800229 200502 1 Hid 01-10- 14 | 00O pala S Mﬂ ME 2023 Ketapang, 29-02-
B8 | PRISLYAWAN, ST, ME. 003 2020 gy v o 1980
Daerah
Kepala Subbidang .
o | JAMIL SE.ME 1““‘“"&;"“‘“3* Wd “;&;‘1" 24 | 00 | Penyusunan ME | 2015 R““’ﬁ;’;‘;”m
Anggaran
Analis Pelaksanaan
19820417 200803 1 01-04- Anggaran Subbid Surabaya, 17-04-
10 HADY APRIANSYAH ST 003 /g 2021 14 | 0D Evaluasi dan Verifikas! ST 2005 1982
Anggaran
19760327 201001 1 01-04- Kepala Bidang Aset Katapang.27-03-
11 JOHN LAY HERY M.T 006 livd 2022 14 | 00 C MT. 2019 1978
| 19750702 199903 1 01-04- Kepala Bidang Manis Mata, 02-06-
| 12 IWAN KUSNADI, SE.ME. 006 li/d 2022 20 | DO Al M.E. 2015 1975
Kepala Subbidang
| MUHADI, S IP., M E. 196711252000031 | g | %2 | 47 | 01 | Penstausahaan ME | 2014 | Tuban, 25-11-1967
| 13 002 2022 Be
fanja
|
| 7 M:us'rm EFFENDI, S ST., 19?995?019951331 i/d u;u;g- 16 | 07 | Kepala Subbidang ME 2008 Kut.ap?;g,g%
7oy Pelaporan dan
|
|
Hal B
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Pertanggungjawaban

AGUS KURNIAWAN, SE 19760823 199903 1 01-04- Kepala Subbidang Ketapang, 23 -08- |
15 | MSi 002 e 2023 | | ' | axuntansi sk | 4 1676
GHINA TURSINA, SE 19890527 201101 2 01-10- Sepale JuptegEn a5 o | Ketapang 27-5-
16 | M.Sos 004 liid 2023 12 | 09 | Umum dan M. | 2R 1989
Kepegawaian
Analis Pelaksanaan
19760327 200212 2 01-10- Anggaran Subbid Tumbang Titi, 27-
17 | ELIYANTISE, ME s i hos | 19|00 |8 ME | 2023 sy s
mrln
Penyusun Program
15 | UTIAISAL IBADI, § Sos 19?5“24“2“@1 Y e “;;;‘ 15 | 01 | Anggaran dan SSos | 2002 “'m"m“?‘sz”g
Pelaporan Sekretariat
Analis Klasifikasi
Barang Subbid
1o | NURDIANSYAH. S.Sos 1WWM1 i ':;; 12 | 00 | Penghapusan dan SSos | 2011 “'““T'gfm
Pelaporan Aset
Daerah
Analis Standard
WILLEM RANTO 196307182010011 | | 0104 | .. | | Harga Subbideng ME | 2023 | Xetapang, 18-07-
20 | SIHOMBING, SE, M. E 009 2020 Pengelolaan Aset e 1983
Daerah
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ALBERTUS RUDY 19801011 200803 1 01-04- _ Ketapang, 22-09-
21 | FERNANDUS, SE, MAP. 003 e 202y | 13| 05 | PenacenaAiMude: | MAP. | 2010 1979
b | MARNO SE 195?951;9“’21 lilie “21;" 24 | 00 | Anggaran dan SE | 2012 P”’““?ﬁ”‘*
Pelaporan Sekretariat
. Analis
Perbendaharaan
19780510 200604 1 01-04- Subbid
MIDA YUNANTO, SE Ve 13 | 00 | Penatausahaan SE. 2012 | Bantul, 10-05-1978
23 007 2021 :
Penerimaan,
Pembiayaan dan Kas
Daerah
Analis
Perbendaharaan
b4 | YUNUS SURYONO, SE 1m12%2092mm11 ke az"u‘g:' 14 | 10 | Subbidang ME | 2023 | Ngawi, 02-12-1982
Penatausahaan
Belanja
TR
SILPIUS IPO DORESSA, 19830413 2008121 | .- 0110- | .. | .o |Penghapusan dan MAP. | 201g | Petebang 13.04-
25 | SE,MAP. 003 2022 Pelaporan Aset o 1983
Daerah
Pengadministrasi
NURSIAH, S.A P IWHATRI0I00T | e 0110- | 23 | 07 | Umum Subbag Umum | SAP. | 202¢ | Ketepana. 12:11-
26 003 2022 ; 1974
dan Kepegawaian
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Pengadministrasi

57 | HJ ERVANIMASITHA 1909022810002 | ”;;g' 15 | 02 | Umum SubbagUmum | SMA | 1988 "“‘“““'1955'“'2”2'
dan Kepegawaian
Pengadministrasi
b5 | NURHAYATI 1553:121;;5@92 il “210':’:* 14 | 01 | Umum Subbag Umum | SMEA | 198g | Ne1%Pend 10 e
dan Kepegawaian
Kepaia Subbig oy
AKHSANUL KHALIQIN, S.E. | 198111272008021 | ., | O1-D4 | . | o5 | EveluasidanVerifikasi | SE. | 2015 | 'et2pang. 2711
29 003 2020 1981
Anggaran
Analis Jabatan
s | SAMRATULAQLI SE. 19?5031&2}001012 o “;;;' 18 | 00 | Subbag Umum dan SE | 2015 '“mm'ﬂ?;sm'ua
Kepegawaian
Sekretaris Badan
4 | ARIEF RACHMAN, S. STP. 199‘““2&;"1“91 o “;a;g' 04 | 01 | Pengelola Keuangan | S STP. | 2016 ““‘“p:?;;“'m'
dan Asel Daerah
Analis
Perbendaharaan
Subbid |
- SEBI:HBAELA SRI WNHEYO 19?5mmmzma122 o “21;?' 12 | 10 | Penatausahasn MAP. | 2018 T““b’mf;:'m'
Pembiayaan dan Kas
Daerah
Anaiis Jabatan |
18771216 200701 2 01-04- Pontianak, 16-12-
43 | ONENG SURYATI SE o b oot | 17 | 08 | Subbag Umum dan SE | 2016 pond

Kepegawaian
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Pengolah Pelaporan

dan Evaluasi
BENEDIKTUS WIBAWANTO, 18790911 200803 1 e 01-04- 16 | 03 Pelaksanaan Kegiatan SM 2022 Ketapang, 11-09-
34 |sMm 002 2021 APBD Subbid -~ 1979
Evaluasi dan Verifikasi
Anggaran
Analis Sisten
a5 | ENAWIRABUANA SE 195111;3&02122 o ”;g:' 09 | 04 | Akuntansi Instansi SE | 2016 | Tebas, 11-11- 1981
Subbidang Akuntansi
RIECA DWIAGESTIANL §. | 19860812 200903 2 01-04- Pengelola Keuangan Ketapang, 12-08-
36 | Akun 004 " 2021 | 12 | 9 | sekretariat S Akun | 2022 1986
Analis
WILDAN PRATAMA PUTRA, | 19860111 200604 1 01-04- PEORATM M Ketapang, 11-01-
a7 |l MAS die o aop1 | 10 | 00 | Subbid MAP | 2019 o
. 5
E“:'“‘”. o
M 01-0
18780101 199803 1 01-10- Subbid agetan, 01-01-
ag | HANDOKO, A Md e o sl B AR el AMd | 2008 syl
Belanja
N Verifikatori Anggaran ; _—
39 EKA RARA PUTRI, S Akun L 008 2 {]1]=] n,;c;;:]- 12 | 00 | Subbid Evaluasi dan S. Akun 2022 198'4
Verifikasi Anggaran
Pengadministras| )
4 | HUSIN 1955012;%@1 b u;&;g- 22 | 00 | Umum Subbag Umum | SMEA | 1985 italm?mln.iﬂ-m
dan Kepegawaian
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Pengolah Data

19830826 201001 1 01-10- Perbendaharaan Ketapang, 26-08-
41 UTI MARWANSYAH, A Md 011 b 2023 12 | 00 Bidang Bid A Md 2008 1983
Perbedaharaan |
|
Analis i
Perbendaharaan
19740823 200212 2 01-04- / Ketapang, 23-08-
42 SUMALIA SE 005 e 2023 15 | 04 | Subbid S.E. 2019 1974
Penatausahaan
Belanja
Analis Sistem
1 =
6 STF::NDAMJUSTAH& S 199&?1{;:?&15081 e 01-04- 06 | 00 | Akuntansi | | S STP 2018 Kelar:allr;;; -07
Subbidang Akuntansi
Analis Standard
19810530 201407 1 01-10- Harga Subbidang
a4 ISMIYARSO. S Pd 003 liVa 2019 14 | 00 P Anat S Pd 2018 | Sragen, 30-05-1981
Daerah
Pengolah Data
Perbendaharaan
18780507 200312 2 01-04- Sublis Ketapang, 07-05-
45 MARLINA, A Md 007 liva 2020 18 | 11 | Penatausahaan A Md 2012 19?'5
Penerimaan,
Pembiayaan dan Kas
Daerah
Analis Pelaksanaan
18730208 199803 1 01-04- Anggaran Subbid Ketapang, 08-02-
46 PAULINUS, S M. 008 {[I1F:] 2020 20 | 00 p ih SM 2019 197
Anggaran
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Analis

Perbendaharaan
ALIM RAHMAN HAKIM, 18900108 202012 1 01-12- Sosbidwg Ketapang, 08-01-
47 | Sos ' 003 ia 2021 01 | 00 | Penatausahaan S. Sos 2013 199'0
Penerimaan,
Pembiayaan dan Kas
Daerah
Penyusun Program P
NOVILIA HIDAYANTI, S Ak | 199611022022032 | ... | 01-03- | 45 | 55 | Anggaran dan SAk | 2018 | 'eteeens. 210
48 010 2022 1996
Pelaporan
Penyusun Program
CHIKITA JUNIART, S Ak 199806122022032 | ., | 0103 | 55 | 00 | Anggeran dan SAk | 2020 | Ketapang. 12-06-
49 015 2022 Pa 1508
laporan
Pengolah Data
19890228 201503 1 01-10- Perbendaharaan Singkawang, 28-
50 RIDHO, A Md 003 Iia 2023 06 | 06 Subbid A Md 2010 02-1985
Perbendaharaan
Pengelola Laporan
Keuangan Daerah
19881225 201503 2 01-10- Ketapang, 25-12-
51 NURUL HAYATI, A Md. 005 liita 2023 06 | 07 | Subbid Pm_ dan | A Md 2010 1988
Keuangan
Pengolah Data >
RUSMIADI DOKE BARA PA, 19780522 201212 1 iia 01-10- 14 | 00 | Kebijakan Kiasifikasi SIP. 2023 Waikabubak, 22-05-
52 [supP 001 2023 Berand 1978
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Pengadministrasi

53 | ERNAHERAWATI 19?5':'2”:123““” Iiid ?u-?;- 18 | 03 | Umum Subbag Umum | SMA | 1994 “"“‘“m'“' 5135—(]2-
dan Kepegawaian
Pengadministrasi
200903 - 17-01-
sq | LILIEK KUSUMA WARDHANI 1“‘““& o “;&g:' 19 | 00 | Umum SubbagUmum | SMA | 1989 ““'"';":51
dan Kepegawaian
Pengadministrasi 10-06-
s | RISARIYANTO 1M1D%B2mm1 Iiic “210::‘ 13 | 08 | Umum SubbagUmum | SMA | 2007 “"mim""
dan Kepegawaian
Pengadministrasi
ss | JURAIDI 19&?@;;012121 We “z"u‘?:' 19 | 00 | Umum Subbag Umum | SMA | 1986 '““""195”‘;“1'"5'
Pengadministrasi Madras
57 | BUDISETIAWAN 19&112:&014{:?1 Wb “;D'g;' 16 | 03 | Umum SubbagUmum | ah | 1999 Ilahmmamr‘?i‘! 1
dan Kepegawaian Aliyah

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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1.8 Keadaan Sarana dan Prasarana
Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi
meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.
Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana
dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana BPKAD Kabupaten Ketapang
NO BARANGI/INVENTARIS JUMLAH KET/KONDISI
1 Proyektor 3 baik
2 Note book 28 baik
3 Kursi putar 54 baik
4 Meja 1 biro 7 baik
5 Lemari arsip besi 12 baik
6 Lemari kaca 1 baik
7 AC 24 bak
8 Brangkas 6 baik
9 Filling kabinet 13 baik
10 Televisi 9 baik
11 Printer 3 baik ]
12 Kursi tamu 5 baik
13 Meja 1/2 57 baik
14 Vertical blind 12 baik
15 Rak arsip 7 baik
16 Scanner 8 baik
17 | Meja panjang prasmanan 2 baik
18 Kulkas S B 4 baik
19 PC Komputer 15 bak
20 Blower 7 baik
21 Kursi kerja 111 baik
22 HT Hamp N 2 baik
23 | Kursi tunggu 12 baik
24 Kursi roda 1 baik
25 UPS 3 baik
26 GPS 1 baik
27 | Laser Distance 1 baik
28 | Lemari locker 1 baik
29 | Kursi rapat 31 _baik
30 | Wireless Router 1 baik
31 | MiniPC 1 bak
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32 | Meja Rapat Oval 4 baik
33 | Kursi putar eselon | 2 baik
34 | Meja kerja eselon |I 2 baik
35 | Telepon 1 baik
36 | Kamera Sony 1 baik -
37 Dispenser 3 baik
38 | Audio BMB 1 baik
38 | Soundsystem 4 bak
40 | Lemar tempat piala 3 baik 5
41 | Double cabin 5 baik
42 | Kendaraan dinas xpander 4 bak
43 | Kendaraan roda dua 23 baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang.
Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun periu
dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan
sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi
secara optimal.

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi BPKAD pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Ketapang Pada Tahun
Anggaran 2023 BPKAD Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
APBD Mumi Rp. 441.537.543.299,00 dan APBD Perubahan Rp. 451.240.877.249,00 yang
terdin dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022 yang diperuntukan baik untuk
mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran

strategis maupun program-program pendukung.

1.8 Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2023 adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LK]IP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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Kabupaten Ketapang Potenso yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika
penulisan LKjIP.

BAB || PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian
kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin
diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan
capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksana tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran organisasi yang telah di tetapkan, termasuk analisis tentang capaian
indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai
sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada
maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai
tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada Bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang
bersangkutan seria strategi pemecahan masalah.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Memasuki Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-
2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Pengelola
Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari
kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode
sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemenntahan selama lima
tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode
lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan
kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kelapang yang harus
dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Bupati

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan yang
ditetapkan untuk tahun 2021 - 2026 adalah :

“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Misi, yaitu:

a. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam
pelayanan publik;

b. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;

¢. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan
berkeadilan;

e Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat,
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f. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh
masyarakat Ketapang.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu - Mewujudkan Pemerintahan yang Handal,
Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik, maka program pembangunan
yang akan dilakukan adalah Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui
program diantaranya adalah
1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Dan Visi dan Misi yang lelah ditetapkan serta dihubungkan dengan program
pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang
Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan
Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sejalan dan searah dengan Visi,
Misi serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang,

Penetapan program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan
Kabupaten Ketapang guna Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan
Berwibawa dalam Pelayanan Publik untuk mendukung visi misi Bupati.

Berlandaskan visi dan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Ketapang telah merumuskan
langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran strategis yang
menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka pendek setiap tahun selama 5
(lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapal Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam periode wakiu 2021-2026, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
dan Aset Daerah”.

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai
jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran stategis yang ingin dicapai, yaitu:
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah".

Perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas
dan fungsinya membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Visi ditetapkan
merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan strategi sesuai kondisi obyektif
dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu.
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“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional Tertib
dan Akuntabel”.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemudian dijabarkan ke dalam misi,
tujuan, dan sasaran strategis yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk
pencapaian peran dimaksud. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah perlu ditindaklanjuti dengan misi sebagai berkut
a. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya
manusia yang profesional, terpadu dan terarah.

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan
tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.

c. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi / satuan kerja pengelola
keuangan dan aset daerah maupun dengan Pemenntah Pusat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam periode waktu 2021-2026, sebagai berikut:

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah”

Tujuan tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk mengawal pencapaian darn Visi
Bupati Ketapang 2021-2026 yailu “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat
Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya guna terlaksananya Misi 1 "mewujudkan pemerintahan yang handal,
bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik”.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai
jangka wakiu pelaksanaan. Untuk itu BPKAD Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran
yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026 sebagai penjabaran dari tujuan di atas,
yaitu:

1.  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.3.5trategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi
diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :
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1. Melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Perlanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan;

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten

Ketapang dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan strategi tersebut di

atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

2. Terwujudnya Kompetensi dalam Mengelola Barang Milik Daerah yang Tertib dan

Akuntabel.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kabupaten Ketapang

Visi - “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” ]
Misi 1 : "Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa |
dalam Pelayanan Publik™
' Tujuan Sasaran  Strategi Arah Kebijakan |
Meningkatnya Meningkatnya Melaksanakan Peningkatan dan :
Akuntabilitas kualitas Penyusunan Pengembangan |
Keuangan dan Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan
Aset Daerah Keuangan Daerah Penatausahaan dan Keuangan Daerah ‘
Pertanggungjawaban
Pengelolaan
| Keuangan
Meningkatnya | Meningkatkan Terwujudnya
Kualitas Kualitas Pengelolaan | Kompetensi dalam
Pengelolaan Barang Milik Daerah | Mengelola Barang
Barang Milik Milik Daerah yang
Daerah Tertib dan I
Akuntabel |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Keseluruhan rencana kerja, indikator dan pendanaan dijadikan perjanjian kinerja atau
semacam kontrak kerja. Program, kegiatan, indikator dan target kinerja BPKAD Kabupaten
Ketapang dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang bertujuan untuk mencapai sasaran
program yang telah ditetapkan yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai
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sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator dan pendanaanya yang harus
dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.
Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian perjanian
kinerja tersebut, disusuniah laporan kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang yang disampaikan
oleh Kepala Badan kepada Bupati Ketapang.
Adapun perjanjian kerja BPKAD Kabupaten Ketapang tahun 2023 adalah sebagai

berkut:
Tabel 2.2
~ Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPKAD Kabupaten Ketapang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Sesuai 93%
Daerah Standar B
2. Meningkatnya Kualitas Persentase Pengelolaan Aset
Pengelolaan Barang Milik | Sesuai Standar 100%
Daerah

Adapun Perjanjian Kinerja antara Bupati Ketapang dengan Kepala BPKAD, dan
Perjanjian Kinerja antara Kapala BPKAD dan Sekretaris Badan serta Kepala Bidang adalah
sebagai berikut :
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2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang melaksanakan kegiatan dengan Alokasi Anggaran APBD Mumi Rp.
441.537.543.299,00 dan APBD Perubahan Rp. 451.240.877.249,00 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2023.

2.3.1 Target Belanja OPD

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja APBD Mumi Rp.
441 537.543.299,00 dan APBD Perubahan Rp. 451.240.877.249,00.

Tabel. 2.3
Target Belanja pada Perubahan APBD TA 2023 BPKAD Kabupaten Ketapang

No. Uraian e Target Persentase :
1. | Belanja Operasi Rp 3645114253800 | B808% |
2. | Belanja Modal Rp 70242894600 | 016% |
" 3. | Belanja Tidak Terduga Rp 15.817.16372500 | 351% |
4. | Belanja Transfer . Rp 398.270.142.04000 | 8826% |
JUMLAH | Rp451.240.877.249.00 |  100,00% |

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Sasaran Strategis Tahun 2023 BPKAD Kabupaten Ketapang
~No | Sasaran Anggaran Persentase | Keterangan |
1. | Program Penunjang Program
Urusan Pemerintahan | Rp. 21.731.805.513,00 4.82% Pendukung
| Daerah Kabupaten/Kata
2. | Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan | Rp.426.181625.426,00 | 94,45%
_| Daerah Uama
3. | Meningkatnya Kualitas Program
Pengeloaan Barang Milik | Rp.  3.327.446.310,00 0.74%
| Daerah , - :
JUMLAH l Rp. 451.240.877.249.00 |  100%

Hal 32



2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen
pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. BPKAD telah membangun beberapa
aplikasi sistem informasi, antara lain :

2.4.1 SIKUAT

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ketapang (SIKUAT)
merupakan sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual untuk melakukan
proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan keuangan sera
penatausahaan aset daerah. Aplikasi ini terintegrasi/support dengan Aplikasi SINERGI dan
SIMPATIK SIKD berfungsi untuk mengirimkan Informasi/lLaporan Keuangan Daerah ke
Kementerian Keuangan RI. Dibangun Tahun 2016 dan mulai diterapkan Tahun 2017 dengan
terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang.

Gambar 2.1
SIKUAT
Stmplyk b
e

0 e

2.4.2 SiAbang

SIABANG adalah Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang, merupakan aplikasi
yang berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang, sebagai upaya memberikan Informasi terkait Aset milik Pemenntah Kabupaten
Ketapang, berbasis GIS. SIABANG dibangun untuk mengintegrasikan semua database aset
yang berdasarkan data spasial dalam mengoptimalkan fungsi pendelegasian.
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Gambar 2.2
SiAbang

2.4.3 Silakan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILAKAN) merupakan aplikasi berbasis web
yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagai
upaya untuk memberikan pelayanan keuangan yang Profesional, Tertib dan Akuntabel
Dibangun pada tahun 2018 dan Launching pada 4 Desember 2018, dan diberlakukan efektif
sejak Januar 2019. Dengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang dapat dengan mudah mengetahui progres usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan
ADD. Pada saat menyampaikan usulan berkas SPD, SP2D, DD dan ADD pada Ruang
Pelayanan BPKAD, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan singkat (sms)

yang berisikan kode registrasi kepada bendahara OPD.
hitp://bpkad.ketapangkab.go.id/silakan. Dengan nofifikasi sms SILAKAN, setiap OPD di

lingkungan Pemeriniah Kabupaten Ketapang dapat dengan mudah mengetahui progres
usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan ADD dengan melakukan fracking kode registras! yang
telah dikinm melalui sms.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan capaian Sasaran Strategis yang tertuang di dalam Perjanjian
Kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang dijabarkan pula dalam suatu Indikator Kerja Utama
yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian BPKAD
Kabupaten Ketapang yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan
kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan
Indikator Kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja input yang
digunkan adalah dana dengan satuan Rupiah. Indikator Input yang lain merupakan masukan
yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperli sumberdaya manusia yang
bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan wakiu yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Qutput
bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang
dihasilkan, Indikator Benefit dan Impact diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian
sasaran. Penetapan Indikator Kinerja beserta target capaian indicator kinera ini mulai
dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang
paling mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja.

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang teah ditetapkan oleh BPKAD
Kabupaten Ketapang adalah dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2023 adalah dengan rincian capaian sebagai
berikut
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Tabel. 3.1

Target Kinerja Sasaran Tahun 2022-2026 BPKAD Kabupaten Ketapang

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
& Sasaran Indikator Formulasi
Strategis Sasaran Perhitungan
| 022 | 2020 | 2024 | 2025 | 202
1 2 3 4 -] 7 8 2 10
1 Meningkatnya | Persentasa Jumiah Dokumen
kualitas pengelolaan | Perlanggungjawaban
PHGECS o wanan Feutege) 5% 93 % 85 % 95 % 85 %
keuangan daerah PD sesuai SAP /
daerah sesual Jumiah PD
standar X 100%
2. | Meningkatnya | Persaniase Jumilah PD yang
kualitas pengeiolaan melaksanakan
m o E“Wm 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
barang milik standar Miiik Daarah / Jumiah
daerah PD
X 100%

Sumber: SK Kepala BPKAD Nomor : 42/BPKAD-A.900/VII/2023
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Pada Tahun 2023 target IKU pada RPJMD Kabupaten Ketapang untuk sasaran
strategis meningkatnya pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sebesar 85 % ., namun
demikian mengingat capaian kinerja Tahun 2022 telah melampaui target RPJMD, maka IKU
BPKAD Tahun 2023 dilakukan revisi capaian target menjadi 93 % , sebagaimana SK IKU
Nomor : 42/BPKAD-A.900/VIIIF2023
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Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Sebagai Data Pendukung

Sasaran Indikator
No Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja
Strategis Sasaran
1. | Meningkainya | Persentase —
kualitas pengelolaan
PUGREIR. | NI | aasiiain 83% 93,88% 100,95%
keuangan daerah
| daerah sesuai
standar
2 | Meningkainya | Persentase o - B
kualitas pengelolaan
pengelolaan asel sesuai | Perseniase 100% 100% 100%
barang milik standar
daerah

Sumber Data : Capaian Kinerja Sasaran 2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2023
terdapat penyesuaian sasaran strategis yang baru yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah. Sasaran
strategus tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama
maupun program pendukung selama tahun anggaran 2023. Program — program yang telah
diselenggarakan antara lain sebagai benkut :
1.  Program Utama
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Program Pendukung
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
Program — program di atas masing - masing memberikan kontribusi / dukungan
terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023. Dalam sub bab ini akan disajikan
pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja, sebagaimana dalam tabel
berikut :
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Tabel 3.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| [em— s Indikator | Definisi Operasional Meta Indikator
Sasaran (Rumus)
1 2 3 4 S
1 | Meningkatnya Persentase ‘Berdasarkan Peraturan Pemerintah Jumiah Dokumen
kualitas pengeiolaan | pengelolaan Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban
keuangan daerah keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Laporan Keuangan PD
deerah sesusi Penyampaian Laporan Keuangan sesual SAP [ Jumiah PD
standar Perangkat Daerah Paling Lambat Dua BRI
Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir,
Sasaran dapai dicapai setelah memenuhi
Dokumen Laporan Keuangan yang terdini
dari 5 dokumen tiap-tiap OPD untuk
mendukung/konsilidasi penyusunan
laporan keuangan Kabupaten Ketapang
sesuai yaitu
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Ekuitas
4 Laporan Operasional
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. | Meningkatnya Persentase Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Jumiah PD yang
kualitas pengelolaan | pengelolaan Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang | Melaksanakan
barang milik daerah | aset sesuai Milik Daerah dan Peraturan Daerah Rekonsiliasi Barang Mifik
standar Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun ety f oy £1)

2020 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Sasaran dapat berhasil dicapai
satelah seluruh Perangkat Daerah
melakukan rekonsiliasi dalam rangka

penyusunan laporan Barang Milik Daerah.

X 100%

Sumber Data : Peraturan Pemenntah Nomar = 12 Tahun 2018 dan Permendagr Nomor 19 Tahun 2016

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada
dasamya adalah untuk mendukung pencapaian IKU Bupati Ketapang untuk mempertahankan
Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Formulasi yang digunakan
mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah, Bahwa Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Paling
Lambat Dua Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir.

Tabel 3.4
Formulasi Perhitungan Pengelolaan Keuangan Daerah
. i | Indikator Definisi Operasional Meta Indikator
Sasaran (Rumus)

2 3 . 4 5
Meningkatnya Persentase Berdasarkan Peraturan Pemerintah Jumiah Dokumen
kualitas pengelolaan | pengelolaan Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban
keuangan daerah keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa | L2Poran Keuangan PD

daerah sesuai | Penyampaian Laporan Keuangan PBELOAR Ry ro
standar Perangkat Daerah Paling Lambat Dua i

Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir.
Sasaran dapat dicapai setelah memenuhi
Dokumen Laporan Keuangan yang terdin
dari 5 dokumen tiap-tiap OPD untuk
mendukung/konsilidasi penyusunan
laporan keuangan Kabupaten Ketapang
sesual yaitu

| 1. Laporan Realisasi Anggaran

|2 Neraca

I‘ 3 Laporan Ekuilas

4. Laporan Operasional

5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber Data : Peraturan Pemenntah Nomar ® 12 Tahun 2019

Sasaran dapat dicapai setelah memenuhi Dokumen Laporan Keuangan yang terdiri
dari 5 dokumen tiap-tiap OPD untuk mendukung/konsilidasi penyusunan laporan keuangan

Kabupaten Ketapang sesuai yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran

. Neraca

2
3. Laporan Ekuitas
4. Laporan Operasional Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Daerah bersumber dari konsolidasi
Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun pada bulan Januar dan disampaikan ke
BPKAD paling lambat Tanggal 29 Februari 2024. Kemudian dilakukan Penilaian terhadap
ketepatan wakitu penyampaian dan penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemenntahan.
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Kabupaten Ketapang memiliki 49 Organisasi Perangkat Daerah yang berstatus sebagai
entitas Pelaporan yang wajib menyusun Laporan Keuangan, terdin dari : 29 Badan dan Dinas,
serta 20 Kecamatan yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran.

Formulasi yang digunakan untuk menilai persentase Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah jumiah dokumen pertanggungjawaban Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai
SAP dibagi jumlah Perangkal Daerah dikali 100 %, jika semua Perangkat Daerah
menyampaikan Laporan Keuangan tepat wakiu dan sesuai SAP maka Capaian Kinerja dinilai
100 %. Pada Tahun 2023 sampai dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan
didapati 45 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat wakiu dan disajikan sesuai
dengan standar yaitlu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Ekuitas, Laporan
Operasional dan Atas Laporan Keuangan, 2 OPD Menyampaikan tetapi tidak lengkap dan 2
OPD tidak menyampaikan Laporan Keuangan. Sehingga, untuk Tahun 2023 Persentase
Capaian IKU Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar : 93 88 %.
Sebagaimana Tabel Berikut ini

Tabel 3.5
Kertas Kerja Penilaian IKU Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Standar

Berdasarkan Laporan Keuangan OPD yang Disampaikan Per 28 Februari 2023

Hal. 43

No Nama Opd Dokumen Nilai | Rumus | Skor Keterangan
1 Laporan Realisasi Anggaran 1 |
¥ Jumiah
Badan 2 Laporan Operasional 1 Nilai
1 Pengelola 3N 1 Dibagi 1 5 Laporan
Keuangan dan eraca —— Simiah Lengkap
Aset Daerah 4 |aporan Perubahan Ekuitas 1 s
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Badan 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
. ) Jumlah
Kepegawaian | 2 | aporan Operasional 1 Nilai
dan by . 5 Laporan
2 3 Neraca 1 Dibagi 1
Sumberdaya 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Kom
Manusia S _Catatan Alas Laporan Keuangan 1
11 aporan Real i Anggaran 1
2 Laput: Dz::;wl ; |} .
Se Nilai |
3 | paerah 3 Neraca 1 | Dibagi 1 EL';.WHBPD' “’p’
. Jumlah
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Hom
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 li 1
. Laporan Realisasi Anggaran sSSP
Dinas Pertanian, | 2 Laporan Operasional — 11 Nilai 5 Laporan
4 | Petemakandan | 3 Neraca _1 | Dibagi 1 Lengkap
Perkebunan 4 Perubahan Ekuitas 1 Jumiah
Laporan - Iltem
5 (Catatan Atas Laporan Keuangan 1 1 —



1 Laporan Realisasi Anggaran 1 |
Dinas 2 Laporan Operasional 1 Jﬁ?,‘;h
5 Kependudukan 3N 1 o 1 5 Laporan
dan Pencatatan e — JD balahu Lengkap
Sipil 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 —
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1 J";qmla-h
6 angan 3 Neraca 1 Dibﬂ::m 1 S Laporan
Perikanan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 P
S _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1 —
Dinas Pekerjaan 2 Laporan Operasional 1 Nilai T
7 | Umum dan Tata [ 3 Neraca 0 | Dibagi | 04 PO
R Jumiah Langiop
e 4 Laporan Perubahan Ekuitas 0 e
S Catatan Alas Laporan Keuangan 0 B I
1 Laporan Realisasi Anggaran 1 e
Dinas 2 Laporan Operasional 1 Nilai :
=t Laporan
8 |Parwisatadan |3 Neraca 1 Dibagi 1 L
Kebudayaan | 4 | aporan Perubahan Ekuitas 1 *"I:'“m"'
5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1 G
Sekretari Nila
9 » 3 Neraca 1 Dibail:i 1 5 Laporan
DPRD Lengkap
4 Laporan Perubahan Ekuitas L1 J'i'gf’
5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
. Jumiah
Eadan 2 Laporan Operasional 1 | Nitai 51
erencanaan : aporan

0 Pembangunan 3 Neraca 1 Pum 1 Lendkep

Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas S e
S _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran -
Badan 2 Laporan Operasional 3 | .

14 Penelitian dan 3 Nareia 1 Dh"::\]:;I 1 5 Laporan
Pengembangan _ Jomiet Lengkap
Daerah 4 |Laporan Perubahan Ekuitas I I i

5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran 1 o
Penanaman 2 |aporan Operasional 1 -

12 Modal dan 3 Neraca 1 DTI:E}I:IQ 1 5 Lapora
Pelayanan haniah | Lengkap
Terpadu Satu 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 hem |
Pt 5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1 |
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Laporan Realisasi Anggaran

1 1
" 5 e —'-1 Jumlah
. aporan Operasiona | Nilai Laporan
13 | Dinas 3 Neraca 1 DiI;l:gI;i 1 :
Perhubungan Jumilah | Langkap
4 | aporan Perubahan Ekuitas 1 Hiiens
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1 -
1 Laporan Realisasi Anggaran | 1 Aokl
Dinas Kearsipan | 2 |aporan Operasional 1 Nilai Laporan
1 | o™ 3 Neraca 1_] Beeg | 4 I
Perpustakaan Jumiah e
Daerah 4 |aporan Perubahan Ekuitas 1 ltem
5 (Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 isasi 1
Laporan Raaim Anggaran Jumlah
Biden 2 Laporan Operasional 1 Nilai 5 Laporan
15 | Pendapatan 3 Neraca 1 Dibagi | 1 Lengkap
4 Jumlah ”
aerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 fterm
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 taporm D::::::ml T Laporan
' 1 Niai
Dinas ibagi 3
16 | pendidikan S Neraca O Jimign | | \Lengkap
4 Laporan Perubahan Ekuitas 0 tam
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran s
Dinas Sosial, 2 = ! ot
Pemberdayaan Laporan Opevasional 1 b 5 Laporan
17 | Perempuan, 3 Neraca 1 Dibagi 1 Lengkap
Perlindungan | 4 | o5 ran Perubahan Ekuitas T B ety
Anak dan KB N
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 lisasi 1
Laporan Realisasi Anggaran Jumiah
Dinas Tenaga |2 Laporan Operasional 1 Nilai 5 Laporan
18 | Kerja dan 3 Neraca 1_| Dibagi | 1 Lengkap
Transmigrasl | 4 | aporan Perubahan Ekuitas 1 JTI::h
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 i 1
Dinas Koperasi, |, o o ooteas ANGGAEN e
Ukm, 2 Laporan Operasional —1 | Niai 5 Laporan
19 | Perindustrian 3 Neraca N Dmll'l 1 Lengkap
den 2 Jumia
aporan Perubahan Ekuitas 1
ngan ltem
- 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 4 1
) ; ll:apnrm {R)Balmm-t Fu:ggu’an _1 1 Jodian
Bada aporan Operasiona Nilai Laporan
op | Penanggulanga |5 1 ﬂil;&ni 1 .
n Bencana . Jumlah Lo
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 ltem
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
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Laporan Realisasi Anggaran

1 1
_ Jumiah
o 2 Laporan Operasional 1 Nilai 5 Lagoren
inas ,
21 | Kesehatan 3 Neraca L Jm; Lengkap
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 fai
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1 Jumiah
Rumah Sakit 2 Laporan Operasional 1 Nilai 5 Laporan
22 | Umum Daerah |3 Neraca 1 Dibagi Lengkap
Dr. Agoesdiam | 4 | aporan Perubahan Ekuitas O g ,
5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1 |
1 isasi A 1 '
3 Laporan Realisasi Ar:ugﬁm '_«_l A gt
Laporan Operasiona ;
Dinas Pemuda Nisi : 5 Laporan
23 | dan Olahraga | > Neraca L] ke Lengkap
4 Laporan Perubahan Ekuitas T o
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1 | SR —
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran |1 Kiiilabi
Perumahan 2 Laporan Operasional 1 Nilai Lapora
24 Raky“ Eat.g 3 Neraca 1 Dibagi sngkapn
Pemukiman dan |4 Laporan Perubahan Ekuitas =it Ju“:f:h .
LH S (Catatan Atas Laporan Keuangan 1 |
P .
Laporan Realisasi Anggaran L i (
2 Laporan Operasional 1 Nilai 5La
25 | Inspektorat 3 Neraca 1 Dibagi Lengkap
4 Laporan Perubahan Ekuitas | ¢ | e
S _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 | Anggaran 1
Dinas ; i R Jumiah
Pemberdayaan Laporan Operasional T 1 Nilai 5 Laporan
26 | Masyarakatdan | 3 Neraca 1 Dibagi L
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JUMLAH PERANGKAT DAERAH 48 OPD
Persentase IKU
Pengelolaan JUMLAH LAPORAN KEUANGAN DIBAGI = (46 /49 }X100%
Keuangan Daerah | JUMLAH OPD DIKALI 100%
Sesuai Standar
Persentase IKU
g HASIL 93,88%
Sesuai Standar
Sumber: Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase [KU Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar = jumiah laporan keuangan / jumiah
OPD X 100%.
=46 /49 X 100% = 93,88%
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Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2023
dapat terealisasi sebesar 93,88 % dan targel awal sebesar 93%, sehingga pada tahun ini
secara umum telah tercapai dengan persentase sebesar 100,95% sebagaimana dalam tabel

berkut :
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Indikator Kinerja | Realisasi
No. Target 2023
Strategis Utama 2023
1 2 — I 3 4 5 1
1 | Meningkatnya Persentase
k pengel
ualitas olaan a3% 93,88 %
pengelolaan keuangan daerah
] keuangan daerah | sesuai standar

Persentase
(%)

100.95 %

Capaian tahun 2023 telah berhasil dicapai sesuai dengan target, bahkan melampaui
target sebesar 93 88 %. Maka jika dibandingkan dengan capaian di daerah lain baik provinsi
maupun kabupaten lain, saai ini belum dapat dibandingkan karena IKU yang digunakan
BPKAD Kabupaten Ketapang diformulasikan secara mandiri sesuai dengan program kegiatan
untuk mendukung IKU Kabupaten (IKU Bupati dan Wakil Bupati) tahun 2021-2026 yaitu
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang dan Opini Laporan Keuangan.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

| No | Indikator | Baseline Tahun 2023
Sasaran Tahun Target Realisasi = Capaian T Capaian s/d
| | gl | N | 2 e
{T. Renstra Rw
| rget x enstra (%)
100%)
1 2 4 5 ] o L
Persentase
pengelolaan
mmmm 9184% | 93% 93,88% 100,95% 95% 98,82 %
standar
l

Adapun Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung secara langsung
pencapaian IKU Meningkatnya Pengeloaan Keuangan Daerah dialokasikan pada Bidang
Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Secara
umum Program Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai target untuk menjaga Kinerja
masing-masing Bidang antara lain :
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1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar
Rp. 433.208.206,00 dengan realisasi sebesar Rp. 432.849.000,00 atau 99,92% dari
pagu anggaran. Kegiatan ini adalah amanah dar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
untuk satu tahun anggaran. Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ketapang dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Neger tentang
Pedoman Penyusunan APBD. Rancangan KUA dan PPAS selanjutnya disampaikan oleh
TAPD kepada Bupati untuk dikoreksi dan disetujui. Rancangan KUA dan PPAS yang
telah disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang
untuk dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan
selanjutnya disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dan yang dituangkan
dalam Berita Acara Persetujuan Bersama. Setelah disepakati antara bupati dan DPRD.
Maka KUA PPAS dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD (RKA SKPD). Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu
Dokumen KUA yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Dokumen PPAS yang berisi program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan SKPD
untuk menyusun RKA-SKPD.
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 470.133.936,00 dan realisasi sebesar
Rp.469.700.565,00 dengan persentase 9991%. Kegiatan ini adalah amanah darn
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
berupa Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)
dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS
Perubahan). Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ketapang dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan RKPD dan Peraturan Menten
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS selanjutnya disampaikan oleh TAPD kepada Bupati untuk dikoreksi dan
disetujui. Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disetujui oleh
Bupati selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang untuk dibahas
bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan selanjutnya
disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dan yang dituangkan dalam Berita
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Acara Persetujuan Bersama. Setelah disepakati antara bupati dan DPRD. Maka
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA)/Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan
DPA) SKPD. Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
Dokumen Perubahan KUA yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.
Dokumen Perubahan PPAS yang berisi program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan SKPD untuk menyusun RKA/Perubahan PPA SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.111.752.507,00 dan realisasi sebesar
Rp. 1.111.578.000,00 dengan persentase 99,98%. Kegiatan ini adalah amanah dari
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun oleh TAPD
dan merupakan kompilasi dari RKA-SKPD dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya
disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan antara TAPD dan
Badan DPRD, untuk mendapat persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara
Persetujuan Bersama antara bupati dan pimpinan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupali tentang Penjabaran APBD yang telah
disetujui selanjutnya disampaikan kepada Gubemur untuk dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Hasil evaluasi selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan
oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD. Adapun hasil dan sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
- Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah merupakan pedoman pelaksanaan operasional rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.
1.159.441.956,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.158.635.000,00 atau 99,93% dari pagu
anggaran. Kegiatan ini adalah amanah dar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD. Rancangan Peraturan Dearah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun oleh TAPD
dan merupakan kompilasi dari RKA/Perubahan DPD-SKPD dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan RKPD dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD selanjutnya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk
dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan DPRD, untuk mendapat persetujuan
yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara bupati dan pimpinan
DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah disetujui selanjutnya
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi
selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan oleh Bupati menjadi
Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD. Adapun hasil dari sub kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu :
Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang memuat perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah .

- Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah merupakan pedoman pelaksanaan operasional perubahan
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 331.229 455 00 dan realisasi sebesar
Rp. 322.024.140,00 dengan persentase 97, 22%. Kegiatan ini adalah tentang menyusun
program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran
baik penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dari SKPD, seperti penyusunan standar perjalanan dinas, standar biaya
masukan, standar pengelolaan belanja tidak terduga dan standar standar lainnya yang
diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Waktu normal kegiatan ini
sekitar 3 minggu.

6. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 259.717 760,00 dan Realisasi
sebesar Rp. 25964697400 dengan persentase 9997 %. Kegiatan ini terdir dari
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kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada kas daerah yang
dilaksanakan perbulan dengan merangkum laporan dari OPD dan kegiatan penunjang
penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah, berupa
penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada awal tahun, sebagai salah satu
syarat dimulainya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Output yang dihasilkan
berupa Laporan Keuangan pada Kas dan Surat Keputusan Penatausahaan Keuangan
Daerah.
Permasalahan : Terkait laporan keuangan pada kas daerah, ada beberapa OPD yang
tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan.
Pembuatan Surat Keputusan Bupati terkait penatausahaan keuangan memeriukan dasar
pendukung berupa SK dan surat penunjukan, perubahan/pergantian pejabatnya
seringkali tidak disampaikan oleh OPD sehingga penyesuaian/perubahan surat
keputusan terkait penatausahaan keuangan terhambat.
Solusi: Koordinasi dengan OPD yang belum menyampaikan laporan dan atau meminta
informasi/data terkait perubahan pejabat agar segera dibuatkan Surat Keputusannya.
7. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 271.705.130,00 dan Realisasi
sebesar Rp. 271.593.99500 dengan persentase 99,96 %. Kegiatan ini berupa
penginputan, penyusunan dan penerbitan Surat Persediaan Dana (SPD) sesuai
anggaran kas pada masing-masing OPD yang telah terinput pada aplikasi SIPD,
berdasarkan usulan permohonan SPD dari masing-masing OPD perbulan. Output yang
dihasilkan berupa Dokumen Surat Persediaan Dana.
Permasalahan : Semula dokumen SPD diterbitkan sesual item kegiatan yang akan
diambil berdasarkan permohonan dari OPD, dengan adanya penyesuaian ke aplikasi
SIPD penerbitan SPD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perbulan seusai anggaran kas.
Solusi: Menginformasikan kepada OPD agar dalam pengajuan permohonan SPD
dirangkum dengan menyesuaikan nilai anggaran kas pada bulan tersebut untuk diajukan
ke BPKAD.

8. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.322.010.580,00 dan
Realisasi sebesar Rp. 1.318.262.667 00 dengan persentase 99,71%. Kegiatan ini tentang
penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah berupa administrasi
penggajian PNSD, pemeliharaan database penggajian, penunjang pelaporan SINERGI
SIKD dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana
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Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi. Output yang dihasilkan
berupa laporan.
Permasalahan : Terdapat OPD dan Desa yang belum tertib dalam menyampaikan data
penatausahaan keuangan
Solusi: Menginformasikan dan memberikan teguran/sanksi bagi OPD yang tidak tertib
melakukan menyampaikan data penatausahaan dengan menunda pecairan Ganti Uang
(GU) bagi OPD dan menunda penyaluran alokasi dana desa bagi Desa.

9. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 324.192.200,00 atau 99,98% dan target

anggaran sebesar Rp 324.242.210,00. Kegiatan ini merupakan amanah dan PP 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan. Kegiatan ini melakukan rekon terhadap belanja modal,
belanja barang dan jasa serta belanja pegawai pada seluruh OPD kabupaten Ketapang.
Kegiatan ini yaitu melakukan proses akuntansi pada aplikasi keuangan daerah untuk
mendapatkan angka yang benar terhadap belanja daerah, hasil dar kegiatan ini berupa
laporan keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, LO, LRA dan LPE . Kegiatan ini
dilaksanakan per 2 bulan pada tahun berkenaan pada 49 OPD di kabupaten Ketapang.

10. Koordinasi Penyusunan Laporan Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,

Triwulanan dan Semesteran
Anggaran sebesar 357.900.000,00 dengan realisasi sebesar 357.739.800,00 atau

sebesar 99,96%. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk melaksanakan kewajiban
penyusunan dan pelaporan keuangan daerah yang bersifat khusus yang diamanatkan
dalam berbagai peraturan kementerian, baik kementerian dalam negeri maupun
kementerian keuangan. Laporan-laporan tersebut terdin atas Laporan Bulanan (Laporan
realisasi APBD bulanan, laporan posisi kas bulanan, laporan perkiraan belanja operasi
dan belanja modal), dan Laporan DAU Earmarked (Bidang Pendidikan, Bidang
Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, PPPK, Dana Kelurahan). Terlambat dan tidak
disampaikannya laporan-laporan di atas akan berakibat sanksi penundaan dan/atau tidak
salurnya DAU dan/atau DBH.
Selama tahun anggaran 2023, seluruh laporan dapat disusun dan disampaikan dengan
tepat waktu sehingga tidak adanya sanksi penundaan dan/atau tidak salurnya DAL dan
DBH.
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Permasalahan : Laporan yang disusun merupakan konsolidasi dari seluruh OPD untuk
Laporan Bulanan dan OPD Teknis untuk Laporan DAU Earmarked. Dalam proses
penyusunannya kadang kala terhambat oleh lamanya data yang diperoleh dan OPD.
Solusi: Langkah teknis yang dilakukan untuk mempecepat penyusunan laporan adalah
dengan melakukan koordinasi, pemetaan dan rekonsiliasi data dengan OPD.

11. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 739.625.000,00 atau 99,81% dari target
anggaran anggaran sebesar Rp 741.059.529,00. Kegiatan ini merupakan amanah dari
PP 12 Tahun 20189 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagr 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan yaitu mengkonsolidasi laporan
keuangan OPD yang terdiri dari 5 (lima) laporan menjadi Laporan Keuangan Daerah
tahun anggaran 2023. Laporan Keuangan Daerah tersebut berupa 7 laporan yaitu :
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan
Pemenntah Kabupaten Ketapang dan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten
ketapang tersbut disampaikan kepada BPK-R| perwakilan Prov. Kalbar untuk dilakukan
Audit. Kegiatan ini dilakukan 3 bulan untuk 49 OPD.

12. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp 1.104430000,00 dengan realisasi sebesar Rp
1.103.021.700,00 atau sebesar 99,87%. Output dar kegiatan ini adalah berupa Perda
dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 beserta Lampiran-
lampirannya. Siklus pelaksanaan kegiatan ini dimulai dan perolehan data, rekonsiliasi,
konsolidasi, penyusunan draft, Paripurna pidato kepala daerah, pembahasan oleh DPRD
beserta TAPD dan OPD, Paripurna pendapat akhir fraksi, persetujuan bersama, evaluasi
gubernur, pemberian tanggapan, dan proses penomoran Perda. Dalam pelaksanaannya,
Perda dan dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 dapat disusun
dan disampaikan dengan tepat waktu sehingga menjadi salah satu dasar dalam
penyusunan APBD perubahan TA. 2023.
Permasalahan ' Pembahasan dan Paripuma Perda dan Perbup Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2023 menyesuaikan jadwal kesiapan DPRD Kab. Ketapang.
Solusi : Melakukan koordinasi intensif dengan Sekretanat DPRD Kab. Ketapang guna
menyepakati jadwal pembahasan dan paripurna.
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3.2.1.1 Faktor Pendukung dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 98 Tahun 2021 Tentang kedudukan,
susunan Oraganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Tugas BPKAD adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan
Daerah. BPKAD memiliki Perangkat Struktur yang memiliki susunan organisasi yang terdin
dari : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang
Akuntansi dan Administrasi Pelaporan, serta Bidang Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut kondisi SDM BPKAD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023
sebanyak 57 Pegawai ASN dan 23 Pegawai Non ASN terdiri dari : 19 Orang Tingkat
Pendidikan S2, S1 sebanyak 25, D3 sebanyak 5 Orang, dan SLTA 8 Orang, untuk Pegawai
Non ASN Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 14 Orang, D3 1 Orang dan SLTA 8 Orang. Pada
Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksana Sasaran Meningkatnya Pengeloaan
Keuangan didukung Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.653.319.661 yang terdiri dari Anggaran
Bidang Perbendaharaan Rp. 3.056.957.213,00, Bidang Akuntansi 4,166.133.630,00 dan
Bidang Anggaran Rp. 4.430.228.818,00 dan ketersedian Sistem Informasi Pengeloaan
Keuangan Daerah terdiri dari : SIPD RI, SIKUAT, SILAKAN dan SIM Gaiji.

Selanjutnya Pada Tahun 2023 telah ditetapkan beberapa Regulasi dalam rangka
Pengeloaan Keuangan Daerah :

1. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Biaya
Honorarium Dan Rapat Atau Pertemuan Di Dalam Dan Di Luar Kantor.

2. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan
Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

4. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023,

5. Peraluran Bupati Ketapang Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan
Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023

6. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 759/BPKAD-C/2022 Tentang Penunjukan
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
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7. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 763/BPKAD-C/2022 Tentang Penunjukan

Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang Tahun Anggaran 2023.

8. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 12/BPKAD-C/2023 Tentang Penunjukan Pengguna

Anggaran pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

9. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 12/BPKAD-C/2023 Tentang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang

Nomor : 08/BPKAD-A 800/1/2023 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola
Program Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023.

3.2.1.2 Faktor Penghambat dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun 2022

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah:

1.

Masih ditemukannya kesalahan input RKA Perangkat daerah yang berakibat Kepada
kesalahan Anggaran.

Masih ditemukan Pencairan Dana tidak sesuai anggaran kas yang dirancanakan oleh
perangkat daerah yang berakibat kepada penyerapan anggaran tidak sesuai target.
Masih ditemui perangkat daerah yang terlambat menyampaikan SPJ bulanan yang
berakitbat penyajian laporan keuangan tidak tepat wakiu.

3.2.1.3 Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun 2023

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah:

1.

Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah untuk meminimalisir kesalahan
penganggaran.

Melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk menempatkan kode anggaran pada saat
penyusunan Renja SKPD.

Melakukan rapat kerja dengan OPD secara rutin untuk mendorong penyerapan anggaran
sesual anggaran kasnya.

Melakukan teguran secara tertulis kepada perangkat daerah yang terlambat SPJ
bulanan.
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Tantangan ke depan dalam upaya mempertahankan dan/atau meningkatkan
persentase realisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah dan strategi untuk tahun-tahun
berikutnya yaitu :

1. Adanya perubahan Peraturan atas pengelolaan keuangan Daerah dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah;,

2.  Melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

3. Melaksanakan Bimtek terhadap ASN yang membidangi pengelolaan pada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

4. Melakukan Pembaharuan/Update Sistem Aplikasi berkala sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang baru.

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
diformulasikan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana capaian kinerja diukur berdasarkan hasil
rekonsiliasi antara bidang aset daerah bpkad dengan 49 perangkat daerah selaku pengguna
barang untuk memverifikasi saldo awal neraca aset dan mutasi asel meliputi perolehan,
penghapusan, dan penyusutan, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi
aset dan disajikan dalam bentuk kartu inventaris barang tanah (KIB A), kartu inventaris barang
peralatan dan mesin (KIB B), kartu inventaris barang gedung dan bangunan (KIB C), kartu
inventaris barang jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), kartu inventaris barang aset tetap lainnya
(KIB E), dan kartu inventaris barang konstruksi dalam pengerjaan (KIB F).
Pelaksanaan rekonsiliasi aset dilakukan paling lambat dua bulan setelah masa tahun
anggaran berakhir. Adapun formula perhitungan sebagai berikut

Tabel 3.8
Formulasi Perhitungan Pengelolaan Barang Milik Daerah
" i i | Indikator "~ Definisi Operasional " Meta Indikator
. | Sasaran Strategis
” ; Sasaran (Rumus)
1 | 2 3 ' 4 | 5 ]
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Meningkatnya Parsentase | Bardasarkan Permendagr Nomor 19 Jumiah PD yang
kualitas pengelolaan | pengelolaan Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang | Melaksanakan
barang milik daerah | aset sesuai | Milik Daerah dan Peraturan Daerah Rekonsiliasi Barang Milik

Daarah / Jumlah PD
X 100%

standar Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Sasaran strategis dapat berhasil
dicapal jika seluruh Perangkat Daerah
melakukan rekonsiliasi aset dalam rangka
penyusunan laporan neraca asel yang
dituangkan berita acara rekonsiliasi aset
dan dicatat dalam KIiB A, KIB B, KIB C,
KIBD, KIB E, dan KIB F |

Sumber Data : Permendagrn Nomor 19 Tahun 2016

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun anggaran 2023
dapal terealisasi sebesar 100% dan target awal sebesar 100%, sehingga pada tahun ini
secara umum telah tercapai dengan persentase sebesar 100% sebagaimana dalam tabel
berikut :

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

| - . | IndikatorKinerja | | Realisasi | Persentase |
0. ran Strateg Utama arget 2023 %)
= £ - 3 4 5 6
1. | Meningkatnya ‘Persentase |
kuaiitas pengelolaan | pengelolaan aset 100% 100% 100%
barang milik daerah | sesuai standar .
Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

"No | Indikator | Baseline Tahun 2023 | Target e
Sasaran Tahun Target | Realisasi | Capaian | Akhir mcap"“ Toihadiy
) | 2022 | | Kinerja Renstra |
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